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Daftar Pertanyaan Wawancara

1. IApakah bisnis yang bapak jalankan termasuk ke dalam kategori bisnis UMKM?

2. pakah bapak mengetahui tentang adanya penerapan pajak final 1% atau PP

omor 46 Tahun 2013 atas UMKM?

gx 181y w ei>dm1

pakah bapak sudah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?

=Sejak kapan Bapak mulai menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?

S
usig Jm(,;sun D)

5. GSebelum Bapak menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan apa yang bapak
(o
=gunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan usaha Bapak?
=)
)

6. gApakah bapak mengerti sebagai salah satu UMKM bagaimana cara menghitung,
Qzmenyetor dan melaporkan PPh dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013?
s
=

7. mZuﬁ\dakah kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan penghitungan,
=)

“penyetoran dan pelaporan?

8. Jika ada, apa saja kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan

= :
gpenghltungan, penyetoran dan pelaporan?
=

9.;0\dakah dampak yang bapak rasakan setelah adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun

n
520137
0

Q.

1(gJika ada, dampak apa saja yang bapak rasakan sebagai salah satu pelaku UMKM?
2

12Apakah dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan bagi

gbapak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPh?

o
()
12xApakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dihitung berdasarkan omzet adil

Zmenurut bapak?
)
)
= 62
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, apa saja penyimpangan yang bapak lakukan dalam penghitungan pajak
a harapan bapak kedepannya untuk pemerintah serta DJP mengenai UMKM

13. Adakah penyimpangan yang bapak lakukan dalam pengitungan pajak terutang
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF ém_zmm.m b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.
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Hasil Wawancara

Cj??ewawancara : “Apakah bisnis yang bapak jalankan termasuk ke dalam
Q

9
Qkategori bisnis UMKM?”

m
3,
sBengkel LBK  : “lya.”
=
=
GPewawancara : “Apakah bapak mengetahui tentang adanya penerapan pajak
5
Eﬁnal 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM?”
c
@
-Bengkel LBK  : “Tahu saya.”
(o
Q
=
g.Pewawancara : “Apakah bapak sudah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?”
-
o
zBengkel LBK  : “Sudah. Langsung pada saat keluar keputusannya, saya mencoba
A
fjnenerapkan dengan menyesuaikan pajak kantor yang ada di sini dengan peraturan
2
“yang ada.”
Q
o
Pewawancara : “Sebelum Bapak menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013,

Ekebijakan apa yang bapak gunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan usaha
7]
gbapak?”

=
Er

)
g'Bengkel LBK : “Norma. Untuk nama istilah pasti nya saya kurang tahu, tetapi

gdihitungnya dari penghasilan bersih saya atau neto, ada hitungannya dengan

)
= dikalikan 35%, kemudian diambil berapa lagi. Kalau tidak salah namanya norma

S

:O:penghitungan penghasilan neto.”

3

&

;.Pewawancara . “Apakah bapak mengerti sebagai salah satu UMKM, bagaimana

ara menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh dengan adanya PP Nomor 46

IM) e

ahun 2013?”
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Bengkel LBK : “Hampir. Jadi perlu dibantu juga, ada kalanya saya kurang

@aham dengan peraturan yang ada.”

u
Q
=~

“Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan

el

Spenghitungan, penyetoran dan pelaporan?”

engkel LBK : “Sejauh ini tidak ada.”

)l&lﬂl)l

“Pewawancara : “Adakah dampak yang bapak rasakan setelah adanya penerapan

19 1n1_3,SUI) )

ZPP Nomor 46 Tahun 2013?”

uep sius

Bengkel LBK  : “Ada.”

Ju|

ew.Jo

Pewawancara : “Jika ada, dampak apa saja yang bapak rasakan sebagai salah

atu pelaku UMKM?”

M Yimy, exn

gBengkeI LBK : “Karena implementasinya 1% dari omzet keseluruhan, otomatis

D

EDj:adi pengeluaran pajaknya bertambah, karena bukan berdasarkan profit. Selain itu

juga, setiap bulan kita tidak fix bayar pajaknya, fluktuasi mengikuti omzet bulan itu

zberapa. Biasanya selama ini dihitung total, diambil bersih, dipotong sekian persen,
=

E,ada yang objek kena pajak ada yang tidak. Jadi, sedikit repot di situ.”

%

)

gPewawancara . “Apakah dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini
Q.

gmemberikan kemudahan bagi bapak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan
SPPh?”

(=]

=

gBengkel LBK :“Ya, kalau dari segi kemudahan memang lebih mudah, jadi tidak

e

pusing-pusing untuk menghitung.”
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Pewawancara : “Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dihitung

berdasarkan omzet adil menurut bapak?”

‘j"BengkeI LBK : “Saya rasa tidak, karena besarnya omzet belum berarti profit
j:saya bertambah. Bisa jadi kebutuhan setiap tahun pasti meningkat. Omzet saya
i‘besar karena penjualan saya harus saya tingkatkan, karena bahan dasar untuk modal
3 saya kerja juga meningkat. Jadi sebenarnya pilihannya dua, antara profit saya tetap
j;jatau turun, tetapi omzet akan selalu naik, karena pengeluaran juga selalu naik. Jadi,

fdampaknya cukup terasa juga, karena keuntungan saya tetap dari tahun ke tahun,

fsedangkan pajak saya naik mengikuti omzet.”

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

i"Pewawan cara : “Adakah penyimpangan yang bapak lakukan dalam pengitungan

E:fpajak terutang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?”

iBengkeI LBK : “Sepengetahuan saya tidak, tetapi memang pajak yang saya
laporkan itu hanya berdasarkan omzet dari jasa bengkel las nya saja. Jadi karena

memang terdaftarnya sebagai jasa bengkel las, yang dilaporkan kena pajak
=hanyalah jasanya saja yang saya kenakan, sisanya yang lain tidak. Penghasilan atas
%penjualan atau peredaran bruto yang lain tidak dilaporkan. Hanya jasanya saja,

_karena memang yang terdaftar seperti itu.”

»Pewawancara : “Apa harapan bapak kedepannya untuk pemerintah serta DJP

mengenai UMKM dalam hal perpajakan?”

Bengkel LBK : “Mungkin kebijakannya bisa lebih disesuaikan dengan iklim
“ekonomi. Memang penerapan 1% ini memudahkan bagi siapa saja, tetapi tidak
Zselamanya penerapan 1% ini bisa dilakukan, sesuai tidak sesuai, cocok tidak cocok.

:Kalau bisa disesuaikan dengan profit jangan berdasarkan bruto, berdasarkan neto

= 66



itu sudah lebih baik sebenarnya. Seperti peraturan sebelumnya, walaupun dari segi
aknya terpakailah untuk bangun MRT dan lain-lain, itu saja.”

=sesuai dengan peraturan yang ada, semoga jalanan tidak bolong-bolong lagi. Uang

@enghitungan lebih ribet karena mengunakan rumus. Jika sudah dibayar pajak

N~
o
=)
Ha n%mw. milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) _=mﬂmn=ﬁ Wmu:mm Qm-._ _Sﬂo_‘smﬂm—ﬂm —AE_—A —Qm: mmm
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF Zm_zmmm b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.
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gl 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF BUSINESS b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013

- TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

a YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
E YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

T
L DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
= PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I\@_nimbang :
g s
2-a. Zbahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan
@ 2yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri
S coketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
5 Syang terutang;
< . Sbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-
aUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan
-Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

jueouaw eduey 1ul siny eAuey ynamas nejye uelbeqgas diynbuaw buedeyq -

Mengingat :

wn

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
=Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
=Republik Indonesia Nomor 4893);

:Jaquins ueyingaAuaw uep uey

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.
Pasal 1

DalamPeraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.=Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
> tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

85
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2.(-hahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak
—-menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
petedaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

'Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

B eyals ey

pul

-a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha

@ tetap; dan

Sb. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)
Tahun Pajak.

s ny eAuey ynan)as neje ueibegas diunbusw buese)q |
buepun-buepun 1bun

;(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa
yang dalam usahanya:

a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang
menetap maupun tidak menetap; dan

b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang
tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

-~

4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah:

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
=b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi
secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

:Jagwins ueyingaiuaw _uep ueywniuedsuaw edue)

Pasal 3

(1) Bésarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

(2) Péngenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum
Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi
jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu
Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir

86


http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13430
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10

"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw) eAiey uesinuad ‘uennauad ‘uex!p!puad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad e

Tahun Pajak yang bersangkutan.
(4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak
Perghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

'Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang
betsifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran
= brato setiap bulan.

¥ Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 5

Jey ynunyas neje ueibeqas dinbusw bueseyq ‘|
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A

oKetentgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan
Sdari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan
TPeraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

uaw eduey I1u

©Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang
cditerima atau diperolen Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan
=Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Auaw uep ueyw

D,

cPajakeyang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang
~diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
“terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan
Spelak§anaannya.

o
0]
i

Pasal 8

Wajib.Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian
dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
ketenggan sebagai berikut:

a.zekompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut
sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;

bZTahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan

=Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
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c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada
Yahun Pajak berikutnya.

= Pasal 9

w buedse)q ‘|

éKgIentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
SPenghasnan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
ﬁmamnlkl peredaran bruto tertentu dan Kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan

gataj & berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
53

g g "*I

82 £ Pasal 10

23 @

gl—@l kHusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan
Syahg Hersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai
=)

e

b%lkut

3
(@]

1. (‘didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak
Zberlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak
terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang
‘dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

2. =didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar
i sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang
sdisetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan
~Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan
@Permerintah ini berlaku;

3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya

penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru
—terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Jagwins ueyingaiuaw uep ueywniuedsuaw eduey Ul sijny eAl

oPeratggan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan  penempatannya  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.
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DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013
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1. Dilarang Bm:@%u sebagian atdu seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF Zm_zmm.m b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.

N'&RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ndangkan di Jakarta
a tanggal13 Juni 2013
UBLIK INDONESIA,
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